
BUPATI HATMAHERA BARAT
]AILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR lbt .e /KPTS/ x pA23

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH SI'UADAYA BERUPA UAilG KEPADA
MASYARAKAT BERPENGHASITAN RENDAH (MBR)

DI DESA DUOilO KECAMATAN TABARU
IffBUPA.TEN I{AIMATIERA. BARAT

TAHUN 2A23

Menimbang : a.

BUPATI HALMAHERA BARAT,

bahwa berdasarkan undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman, peraturan Menteri pupR Nomor g
Tahun 2020 tentang Petunjuk reknis Dana Alokasi Khusus Fisi( petunjuk
Teknis BSPS Nomor 7 Tahun 2022 dan Juknis BSps Nomor B Tahun 201g,
yang mengamanatkan bahwa bantuan stimulan perumahan swadaya
dapat berbentuk uang bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),
maka perlu ditetapkan keputusan dimakud;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daram huruf a,
perlu menetapkan keputusan Bupati tentang penetapan penerima

Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang kepada masyarakat
berpenghasilan rendah di Desa Duono Kecamatan Tabaru Kabupaten
Halmahera Barat Tahun 2A23;

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-
daerah swatantra Tingkat II Dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku menjadi Undang-undang;
undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara
yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-
undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan provinsi Maluku
Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten
Halmahera utara, Kabupaten Halmahera selatan, Kabupaten Kepurauan
sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di provinsi
Maluku Utara;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang=undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.
undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan
Permukiman;
undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan
Perundang-undangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan
Keuangan Daerah;
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12. Peraturan Menteri PUPR No. 07 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan BSPS;

13, Peraturan Menteri PUPR Nomor 07 Tahun 2022 tentang Peiaksanaa
Bantuan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus Dana Alokasi Umum
Fisik di Daerah Tahun Anggaran 2023;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

15 Surat Edaran La/SElDrl}02Z tentang Petunjuk Teknis Penyelengaraan
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dana Alokasi
Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera
Barat;

L7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2A22
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Halmahera
Barat Tahun Anggaran 2A23;

18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang
Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2O23;

Memperhatikan : Surat Usulan Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kab. Halmahera Barat Nomor : 663/190/Disperkim-LH/VII/2023 Perihal :

Permohonan Penetapan Penerima Bantuan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU Menetapkan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang kepada

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Desa Duono Kecamatan
Tab,aru Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2823 sehagaimana tereantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang kepada

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Sebagaimana dimaksud Diktum
Kesatu, secara teknis dan administrasi dibawah tanggungjawab Dinas
Perumahan, Kawa$an Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten
Halmahera Barat Sehingga diharapkan Bantuan tersebut tepat sasaran
dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini

dihehankan pada Anggaran PendaBatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A73.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Ditetapkan di : Jailolo
PadaTanggal : as gU 2023

BUPATI

Tembusan,' disampaikan kepada Yth :

1. Menteri PUPR di Jakarta,
2. Cubei'nur Maluku Utara di Sofifi,
3. Kepala SNVT Penyediaan Rumah Propinsi Maluku Utara diTernate,
4, Bupati Halmahera Barat di lailolo Sebagai Laporan,
5. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat 0iJailolo,
6. Kepala BKAD Kabupaten Halmahera Barat di lailolo,
7. Inspektorat Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jaiiolo
e Arcin 

X

Ass. Bid. Ekonomi& Pemb

Kadis Perkim & LH

JAMES UANG
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